MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR  182/PMK.06/2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR
62/PMK.06/2020 TENTANG PENYELESAIAN ASET BEKAS MILIK
ASING/TIONGHOA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk penyelesaian- aset bekas milik
asing/Tionghoa diatur dalam Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 62/PMK.06/2020 tentang
Penyelesaian Aset Bekas Milik Asing/Tionghoa;

b. bahwa dalam proses penyelesaian aset bekas milik
asing/Tionghoa setelah dilakukan kegiatan
inventarisasi dan penelitian fisik, terdapat aset bekas
milik asing/Tionghoa yang belum diselesaikan secara
keseluruhan dan belum tercantum dalam lampiran
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.06/2020
tentang Penyelesaian Aset Bekas Milik
Asing/Tionghoa;

c. bahwa untuk penyelesaian aset bekas milik
asing/Tionghoa sebagaimana dimaksud dalam huruf
b, perlu melakukan perubahan terhadap Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.06/2020 tentang
Penyelesaian Aset Bekas Milik Asing/Tionghoa;
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d. bahwa Dberdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf ¢, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
62/PMK.06/2020 tentang Penyelesaian Aset Bekas
Milik Asing/Tionghoa,

Mengingat : 1. Pasal 17 avat (3) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undane Nomor 39 Tabup 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008, Nomor 166 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Beraturapn Pemcrintab Nomor 27 Tahun 2014 tentang

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan

Reraturan Pemcrintah Nomor 28 Talun 2020 tentang

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27

Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia 6523);

4.  Peraturan Presiden Nomor 57 Tabup 2020 tentang

Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);

5. Reraturag Menter Keuangan Nomor 02/ DMK .00/2020
tentang Penyelesaian Aset Bekas Milik
Asing/Tionghoa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 553);

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031);
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https://jdih.kemenkeu.go.id/api/AppMediaCatalogs/Download/9d9e91bd-e9f0-4e8c-86f1-c6841cf834f3
https://jdih.kemenkeu.go.id/api/AppMediaCatalogs/Download/ff63731a-9417-4f4f-adcf-127f3fa434ce
https://jdih.kemenkeu.go.id/FullText/2020/57TAHUN2020PERPRES.pdf
https://jdih.kemenkeu.go.id/download/a659847a-95b2-40b0-9da4-6972f9a151b1/118~PMK.010~2021Per.pdf
https://jdih.kemenkeu.go.id/FullText/2014/27TAHUN2014PP.HTM
https://jdih.kemenkeu.go.id/FullText/2020/28TAHUN2020PP.pdf
https://jdih.kemenkeu.go.id/FullText/2020/62~PMK.06~2020Per.pdf

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN |
NOMOR 62/PMK.06/2020 TENTANG PENYELESAIAN
ASET BEKAS MILIK ASING/TIONGHOA.

Pasal 1
Ketentuan Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor
62/PMK.06/2020 tentang Penyelesaian Aset Bekas Milik

Asing/Tionghoa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 553) diubah sehingga menjadi sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
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https://jdih.kemenkeu.go.id/FullText/2020/62~PMK.06~2020Per.pdf

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan

penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Desember 2021

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 Desember 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.
BENNY RIYANTO

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 1353

- Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.
Pit. Kepala Bagian ﬁdministrasi Kementerian

RIA SYAH%
NIP 0213.199703 1 001
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